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Abstrak

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena pada hakikatnya
semua manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang
ditimbulkan dengan terjadinya kematian diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan
hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.Penyelesaian mengenai pengurusan
dan kelanjutan hak dan kewgjiban ini sebenarnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan
kekeluargaan, namun realitanya seringkali hal ini menimbulkan masalah yang berujung pada
pengadilan.K etidaktahuan pihak yang dirugikan mengenai hukum menyebabkan mereka tidak
dapat memperoleh haknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana langkah
yang dapat dilakukan ahli waris terkait harta warisan yang dikuasai ahli waris pengganti dan
bagaimana pembagiannya harta warisan yang masih dikuasai ahli waris pengganti. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan
wawancara narasumber yaitu hakim dan panitera muda di beberapa Pengadilan Negeri, sedangkan
spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis.Dalam menghadapi kasus semacam ini maka
pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan secara kekel uargaan, ketika telah diupayakan
namun gagal, ahli waris yang berhak bisa meminta bantuan pengadilan. Mengenai siapa yang
berhak dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dikeluarkaan notaris, karena pada kasus ini
para pihak merupakan Golongan Timur Asing Tionghoa yang tunduk pada KUH Perdata.
Dikeluarkannya surat keterangan waris tersebut yaitu setelah notaris melakukan pengecekan ke
Direktorat Jenderal Administras Hukum Umum, apakah pewaris selama hidupnya pernah
meninggalkan testamen atau tidak. Pembagian jumlah bagiannya dalam kasus ini berpedoman
pada KUH Perdata, karena ahli waris merupakan golongan | dan terjadi pergantian tempat
golongan 1 pula maka hak bagiannya kepala demi kepala adalah sama. Dalam pelaksanaannya
apabila pihak yang menguasai tetap tidak mau membagi harta warisan maka Bala Harta
Peninggalan akan membantu untuk melakukan pembagiannya misalnya dengan melakukan
penjualan secara lelang, namun sebaliknya jika dengan sukarela membagi harta warisan maka
apakah objek waris akan dijual lebih dulu atau dibagi langsung tergantung kesepakatan para pihak.

Kata Kunci: Hukum Waris; Harta Warisan; Ahli Waris

Abstract

Inheritance law is closely related to the scope of human life because in essence all humans will
surely experience legal events in the form of death. The legal consequences caused by the
occurrence of death include how to manage and continue the rights and obligations of someone
who died. Settlement of the management and continuation of these rights and obligations can
actually be resolved by deliberation and family, but in reality this often creates problems that lead
to court. The loss of ignorance of the parties regarding the law causes them to be unable to obtain
their rights. The purpose of this study is to find out how the heirs can do related to inheritance
controlled by substitute heirs and how the inheritance is shared by the subtitute heirs.The
approach method used in this study is normative juridical which is supplemented by interviewing
informants namely judges and young clerks in several District Courts, while the research
specifications use analytical descriptive.ln dealing with this kind of case, the first thing to do isto
settle in a family manner, when it has been tried but failed, the rightful heirs can request court
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assistance. Regarding who is entitled to be proven by a certificate of inheritance issued by a
notary, because in this case the parties are Chinese Foreign Eastern Groups who are subject to
the Civil Code. The issuance of the certificate of inheritance is after the notary checks to the
General Directorate of General Law Administration, whether the heir during his life has left the
testament or not. The division of the number of parts in this case is guided by the Civil Code,
because the heirs are class | and there is a change in place of group 1 also, the right of the part
head by head is the same. In itsimplementation, if the controlling party till does not want to share
the inheritance, the Heritage Office will help to do the distribution, for example by making an
auction sale, but on the other hand if voluntarily dividing the inheritance, the object of the
inheritance will be sold first or divided directly depending on the agreement of the parties.

Keywords: Law of Inheritance; Inheritance; Heir
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. PENDAHULUAN

Setigp manusia pasti mengalami
peristiwva kematian. Akibat hukum
yang ditimbulkan dengan terjadinya
kematian di antaranya adalah
bagaimana pengurusan dan
kelanjutan hak dan kewagjiban
seseorang yang meninggal dunia
tersebut. Penyelesasian mengenai
pengurusan dan kelanjutan hak dan
kewgjiiban ini sebenarnya dapat
diselesaikan secara musyawarah dan
kekeluargaan, namun realitanya
seringkali  ha ini  menimbulkan
masalah yang berujung pada
pengadilan.

Dalam masyarakat kuno,
membicarakan  mengena  harta
warisan dianggap merupakan suatu
hal yang tabu dan sensitif.Namun
pada saat ini, banyaknya perselisihan
menyangkut harta warisan seakan
menggeser anggapan atau persepsi
bahwa harta warisan merupakan hal
yang tabu.

Hal-ha seperti itulah yang
menyebabkan masalah pembagian
waris menjadi rumit dan tidak dapat
dibicarakan secara kekeluargaan dan
memerlukan bantuan  pengadilan.
Pengadilan pada prinsipnya berperan
untuk memberikan  perlindungan
terhadap pihak yang dirampas
haknya atau belum mendapatkan apa
yang seharusnya menjadi  haknya
namun tidak jarang pengadilan
menjatuhkan putusan yang kurang
memberikan keadilan dan
perlindungan bagi pihak yang
dirugikan tadi. Pihak yang merasa
dirugikan atas pembagian harta
warisan memiliki  hak menuntut
bagiannya berdasar Pasal 834 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
kaitannya dengan Hak Hereditas
Petitio yang melekat pada diri

seseorang. Pasal 834 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tersebut
bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada setiap
ahli waris untuk mengajukan gugatan
guna memperjuangkan hak warisnya
apabila ternyata pembagian waris
tidak sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Meskipun sudah ada aturan yang
jelas mengenai pengelolaan harta
warisan dan pembagiannya pada
masing-masing ahli waris namun
pada implementasinya akan sering
ditemukan masalah karena masalah
harta warisan sifatnya sensitive.
Ketidaktahuan pihak yang dirugikan
mengenai  hukum  menyebabkan
mereka tidak dapat memperoleh
haknya. Oleh karena itu,
permasalahan yang akan dibahas
adalah:

1. Bagamana langkah yang
dapat dilakukan ahli waris terkait
harta warisan yang dikuasai ahli
waris pengganti?

2. Bagamana  pembagiannya
harta warisan yang masih dikuasai
ahli waris pengganti?

I[1. METODE

Penelitian  ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif adalah
pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama
dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum
serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penelitian
ini.

Spesifikas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif
andlitis yaitu bahwa hasil penelitian
ini akan berusaha memberikan
gambaran  secara  menyeluruh,
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sistematis, dan mendalam tentang
suatu keadaan yang diteliti.

[11.HASILDAN PEMBAHASAN
A.Langkah yang Dapat Dilakukan
Ahli Waris Terkait Harta Warisan
yang Dikuasai Ahli  Waris
Pengganti

Sebelum  menempuh  langkah
untuk menyelesaikan sengketa waris,
penting untuk terlebih  dahulu
menentukan Siapa-Siapa sga yang
mempunyai alas hak yang sah untuk
menuntut bagian atas harta warisan
supaya jangan sampal terjadi orang
yang sebenarnya tidak berhak namun
ikut menuntut bagian yang bukan
menjadi haknya. Daam Putusan
Pengadilan  Negeri  Yogyakarta
Nomor 118/Pdt.G/ 2010/PN.YK ada
6 (enam) penggugat, yaitu Bambang

Handoko Hartojo, Bambang
Hindarto Hartojo, Bambang
Hanugroho  Hartojo,  Antonius

Harianto Hartojo, Christina Hartojo,
serta Dewijanti dan 3 (tiga) tergugat,
yaitu Maya Setyawati, Carla Utami,
serta Emilia Sulistyani.

Putusan  Pengadilan Negeri
Y ogyakarta No.
118/Pdt.G/2010/PN.YK. membahas
adanya pewaris yang bernama Kheng
Jap Ging yang meninggalkan warisan
berupa emas ataupun aset yang
diperjualbelikan “Toko Mas Banyak”
di Jaan Ketandan No.14/Baru 18
Kelurahan Ngupasan, Kecamatan
Gondomanan, Yogyakarta yang
diwariskan kepada anak-anaknya
selaku ahli waris sah dari pewaris.
Kesembilan anak-anak pewaris ialah
Jap Giol Nio aias Soemarsih, Jap
Hwie Nio alias Veronica Windarti,
Jap Bing Siang dias Aries Hartojo,
Jap Gie Siang dias Surya Gesang,
Jap Bie Siang dias Victor Rudi

Sulistyo, Jap Hiang Nio dias
Puspowati Hartojo, Jap Lian Nio
alias Chandrgjani Hartojo, Jap Lies
Nio dias Liza Jenira, dan Jap Gwat
Nio dias Suzy Indrati Hartojo.
Sepeninggal Kheng Jap Ging,
isterinya yaitu Ong Djie Nio
memberikan kuasa berbentuk Surat
Kuasa kepada anak kandungnya yang
bernama Jap Bing Siang aias Aries
Hartojo yang merupakan orang tua
kandung dari Penggugat untuk
mengelola “Toko Mas Banyak”
tersebut dikarenakan orang tua
Penggugat adalah anak laki-laki
pertama/ tertua di dalam keluarga.

Kemudian beberapa saat setelah
itu Ong Djie Nio/ isteri dari pewaris
meninggal duniaAtas kesepakatan
kesembilan anak-anaknya selaku
paa  ahli waris dilakukan
perhitungan emas aset tersebut
berjumlah 60 kg (enam puluh
kilogram).Tetapi hinggasekarang
tidak dilakukannya pembagian waris
diantara ahli waris karena mereka
bersepakat untuk melanjutkan usaha
pewaris secara bersama-sama.

Dalam kenyataannya pengelolaan
“Toko Mas Banyak” tersebut
dominan/ dikuasai salah satu ahli
waris dibanding ahli waris yang
lainnya yaitu dikuasai oleh ahli waris
pengganti.Artinya disini ialah ahli
waris pengganti tersebut menguasal
keuangan serta aset-aset, mengelola,
serta menentukan pembagian hasil
“Toko Mas Banyak” tersebut
diantara para ahli waris lainnya
Tanpa ada alasan yang jelas, tanah
dan bangunan toko tersebut dikuasai
oleh salah satu ahli waris yang
bernama Jap Bie Siangalias Victor
Rudi Sulistyo yang merupakan ayah
kandung dari Tergugat I, Tergugat Il
dan suami dari Tergugat Ill serta
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tanpa alasan yang jelas pula beberapa
ahli waris termasuk orang tua
Penggugat  tidak  diperbolehkan
mengelola “Toko Mas Banyak”,
padaha orang tua Penggugat yakni
Jap Bing Siang alias Aries Hartojo
adalah ahli waris yang diberi kuasa
sebagai anak laki-laki pertamal tertua
di dalam keluarga oleh almarhumah
Ong Djie Nio ibu kandungnya untuk
mengelola “Toko Mas Banyak”
bersama-sama dengan para ahli waris
lainnya.

Hingga Jap Bing Siang alias Aries
Hartojo (orang tua Penggugat)
meninggal dunia, harta warisan
masih dikuasai oleh salah satu ahli
waris yang bernama Jap Bie Siang
dlias Victor Rudi Sulistyo yang
merupakan ayah kandung dari
Tergugat | serta Tergugat Il dan
suami dari Tergugat I, ha ini
menyebabkan anak-anak dari Jap
Bing Siang adias Aries Hartojo
menggantikan  tempat  mewaris
ayahnya dan menuntut hak waris atas
ayahnya yang telah meninggal dunia
tersebut. Pada awanya Penggugat
telah mendatangi Para Tergugat
untuk meminta secara kekeluargaan
supaya harta warisan segera
dibagikan menurut bagiannya
masing-masing, namun tidak
ditanggapi. Kemudian Penggugat
melalui kuasa hukumnya
mengirimkan somasi | dan Il namun
tetap tidak ditanggapi, sehingga Para
Penggugat  terpaksa memohon
kepada Pengadilan Negeri
Yogyakarta untuk menyelesaikan
perkaraini.

Dalam kasus ini putusan hakim
menyatakan bahwa gugatan yang
dilakukan oleh penggugat selaku ahli
waris pengganti tersebut adalah
gugatan yang kurang pihak dalam

berperkara karena tidak
diikutsertakannya ahli  waris lain
yang sah menurut hakim sehingga
menjadikan gugatan tersebut tidak
dapat diterima.

Berdasarkan bagan di atas dapat
jelas dilihat bahwa anak-anak dari
pewaris yang menjadi ahli waris
berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu
Soemarsih, Veronica, Aries Hartojo
(yang digantikan tempat mewarisnya
oleh anaknya yang berjumlah 6
orang), Surya Gesang, Victor Rudi
(yang digantikan tempat mewarisnya
oleh anaknya yang berjumlah 2
orang), Puspowati, Chandrgjani, Liza
dan Suzy Indrati. Dengan demikian
nama-nama yang disebutkan inilah
merupakan ahli waris maupun ahli
waris pengganti yang berhak atas
hartawarisan dari si pewaris.

Ahli waris yang sah tentunya
memiliki beberapa hak yang melekat
pada statusnya sebaga ahli waris
yang membuat para ahli waris
memiliki kewenangan untuk
menentukan tindakannya terhadap
harta warisan. Berikut merupakan
hak-hak yang dimiliki oleh ahli
waris:

a. Hak Saisine

Diatur dalam Pasal 833 ayat (1)
KUH Perdata yang menyatakan
bahwa ahli waris dengan sendirinya
karena hukum akan memperoleh
segala barang, hak, dan piutang dari
yang meninggal dunia. Pasal ini
maksudnya bahwa peralihan segala
harta dari s meninggal dunia terjadi
secara otomatis. Hak Saisine tidak
hanya berlaku bagi pewarisan
menurut undang-undang sagja tetapi
juga pewarisan dengan adanya surat
wasiat, yang diatur dalam Pasal 955
KUH Perdata.
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b. Hak Hereditas Petitio

Diatur dalam Pasa 834 KUH
Perdata mengenai hak  untuk
menuntut pembagian dari harta
warisan kepada mereka yang dengan
das hak atau tanpa adas hak
menguasai seluruh atau sebagian
harta warisan.Dapat dilakukan oleh
ahli waris maupun oleh ahli waris
pengganti (ahli waris dari ahli
waris).Kemudian pada Pasa 835
KUH Perdata memberikan
pembatasan mengenai  daluwarsa
yaitu setelah lampau waktu 30 (tiga
puluh) tahun. Ahli waris dapat
menuntut atas seluruh harta warisan
apabila ia satu-satunya ahli waris,
dan dapat menuntut atas sebagian
harta warisan apabila ia salah satu
ahli waris.
c. Hak untuk Menuntut Bagian
Warisan

Diatur dalan Pasa 1066 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa
tidak ada seorangpun yang memiliki
bagian dadam hata warisan
diwajibkan menerima
berlangsungnya harta warisan itu
dalam keadaan tidak terbagi.
d. Hak untuk Menolak Warisan

Diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal
1051 KUH Perdata. Menurut Pasal
1045 KUH Perdata, seorang ahli
waris tidak harus menerima harta
warisan yang jatuh kepadanya,
selanjutnya Pasal 1051 KUH Perdata
melanjutkan bahwa ahli waris dari
ahli waris tersebut juga dapat
memilih untuk menerima atau tidak
menerima  suatu  harta warisan.
Menolak disini maksudnya adalah
menolak untuk menjadi seorang ahli
waris, dengan demikian
konsekuensinya menolak baik aset
maupun hutang si pewaris sehingga
akibatnya orang yang menolak

warisan dianggap tidak pernah
mejadi ahli waris.Tindakan
penolakan ini hanya dapat dilakukan
ketika warisan telah terbuka, hal ini
diatur dalan Pasa 1063 KUH
Perdata. Untuk menolak suatu
warisan, Pasa 1057 KUH Perdata
mengatur bahwa harus melaui
pernyataan secara tegas yang dibuat
di hadapan Kepaniteraan Pengadilan
Negeri

Secara teori, penyelesaian suatu
sengketa termasuk sengketa waris
dapat ditempuh melaui 2 (dua) jalur
yaitu non-litigasi dan litigasi.Litigasi
artinya pengadilan, sehingga non-
litigas artinya di luar pengadilan.
Litigas (pengadilan) tugasnya adalah
menyelesaikan  sengketa  dengan
menjatuhkan putusan (constitutive)
misalnya menjatuhkan putusan atas
sengketa waris, perbuatan melawan
hukum dan sebagian kecil bertugas
untuk penangkalan sengketa dengan
menjatuhkan putusan yang sifatnya
berupa penetapan pengadilan
(declaratoir) misalnya penetapan
wali, penetapan anak angkat dan
lain-lain.!

Non-litigasi  yaitu sebaliknya,
untuk menyel esaikan sengketa di luar
pengadilan melalui perdamaian dan
penangkalan  sengketa  dengan
perancangan kontrak/ kesepakatan
yang baik.Penyelesaian sengketa di
luar  pengadilan  menghasilkan
kesepakatan yang bersifat “win-win
solution” dan para pihak mentaati
kesepakatan secara sukarela tanpa
ada paksaan dan tanpa ada yang
merasa kalah. Penyelesaian sengketa
di luar pengadilan biasanya disebut

1| Wayan Wiryawan dan | Ketut Artadi,
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,
(Denpasar: Udayana University Press,
2010), him. 3.
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dengan Alternative Dispute
Resolution (ADR) yang dipandang
sebagal cara penyelesaian sengketa
yang lebih memiliki akses pada
keadilan.?

Namun dalam implementasinya
terkadang tidak melulu sama dengan
teori, mengenal pel aksanaan
praktiknya  penulis  melakukan
wawancara terhadap 2 (dua) orang
hakim yaitu hakim pada Pengadilan
Negeri Ungaran yang bernama
Hendra Yuristiawan, serta hakim
pada Pengadilan Negeri Y ogyakarta
yang bernama Sari Sudarmi, dan 1
(satu) orang Panitera Muda Hukum
pada Pengadilan Negeri Semarang
yang bernama Ali Nuryahya, dalam
wawancara ada beberapa pertanyaan
yang digukan oleh penulis salah
satunya mengenai langkah yang
dapat dilakukan ahli waris ketika
harta warisan dikuasai oleh ahli
waris lainnya.

Jawaban dari ketiga narasumber
memiliki inti yang sama yaitu bahwa
sebagai Bangsa Indonesia maka
dalam menyelesailkan sengketa akan
didahulukan cara kekeluargaan/
musyawarah terlebih dahulu, baik itu
melalui sesepuh atau tokoh agama
yang dipercaya bisa menengahi
untuk membantu
mengkomunikasikan  permasalahan
di antara para ahli waris. Namun
apabila dengan jalan kekeluargaan/
musyawarah tujuan tetap tidak
tercapal maka yang dapat dilakukan
ialah kembali ke norma yaitu dengan
mengajukan  gugatan pembagian
warisan dan hal ini sesua dengan

2 Dewi Tuti Muryati, “Pengaturan dan
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-
Litigasi di Bidang Perdagangan™, Jurnal
Dinamika Sosbud Vol. 13 No. 1 Juni 2011,
him. 51.

Pasa 1066 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa tidak seorangpun
yang boleh membiarkan harta
warisan tidak terbagi. Sehingga
dengan mengajukan gugatan
pembagian waris, para ahli waris
sekalian bisa mendapatkan apa yang
menjadi haknya dan juga ketentuan
Pasal 1066 KUH Perdata juga
terpenuhi. Gugatan yang digukan
tersebut tentunya harus berdasarkan
alas hak yang sah dan sekalipun telah
berujung pada penyelesaian sengketa
melalui jalur litigas, namun tetap
hakim akan mengupayakan
perdamaian terlebih dahulu sebelum
pokok perkara diperiksa, ha ini
diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Medias di Pengadilan.
Mengenai sSiapa Yyang berhak
menerima harta warisan  akan
dinyatakan oleh notaris dalam surat
keterangan waris yang dibuatnya,
namun sebelumnya notaris perlu
mengecek ke Direktoral Jenderal
Administras Hukum Umum apakah
semasa hidupnya pewaris
meninggalkan testamen atau tidak,
karena ini  akan mempengaruhi
pembagian warisannya.

Ha demikian sangat sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia
sebagai Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang mendasarkan seluruh
aspek kehidupan pada Pancasila yang
di daamnya terkandung luhur
Bangsa Indonesia. Pada sila ke-4
Pancasila yang berbunyi
“Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”,
mencerminkan jati diri Bangsa
Indonesia sebagal bangsa yang
mengutamakan musyawarah mufakat
dalam mengambil keputusan,
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sehingga dalam penyelesaian kasus
hukum sekalipun yang diutamakan
adalah cara kekeluargaan terlebih
dahulu, dan sekalipun  akan
menempuh jalur litigasi, pada awal
proses pasti diupayakan perdaimaian
terlebih dahulu oleh hakim yang
akan menangani perkara.

Dalan kasus pada Putusan
Pengadilan  Negeri  Yogyakarta
Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK, hak
ahli waris yang dilanggar adalah
yang pertama Hak Hereditas Petitio
karena menurut Pasal 834 KUH
Perdata bahwa apabila ada ahli waris
yang belum mendapat bagian haknya
maka dapat menuntut diberikannya
bagian waris yang menjadi haknya,
sedangkan dalam putusan tersebut
menyatakan bahwa gugatan yang
digjukan tidak diterima sehingga ahli
waris yang menggugat tetap belum
mendapat haknya. Terkait hal ini
yaitu mengenai bagaimana
perlindungan hukum bagi penggugat
yang belum mendapat haknya ketika
putusan itu dinyatakan tidak diterima
atau bahkan ditolak akan penulis
bahas lebih lanjut. Kemudian hak
kedua yang dilanggar adalah Hak
untuk Menuntut Bagian Warisan
karena menurut Pasal 1066 KUH
Perdata bahwa harta warisan tidak
bolen dibiarkan tidak terbagi,
meskipun demikian, dalam kasus
tersebut harta warisan tidak dibagi
hingga puluhan tahun namun justru
dikuasai oleh salah satu ahli waris
pengganti.

Terhadap Hak Hereditas Petitio
dan Hak untuk Menuntut Bagian
Warisan yang dilanggar tersebut,
para ahli waris pengganti yang belum
mendapatkan bagian hak warisnya
telah melakukan segala upaya agar
ahli waris pengganti yang menguasai

harta warisan bersedia  untuk
membagi sesuai bagian masing-
masing. Upaya yang dilakukan
dimulai dari membicarakannya baik-
baik/ secara kekeluargaan dengan
ahli waris pengganti yang menguasai
harta  warisan  namun  tidak
dihiraukan, lalu mengirimkan
beberapa somasi, namun mereka
tetap tidak menunjukkan adanya
itikad baik untuk bersikap transparan
serta membagikan harta warisan pada
ahli waris lainnya. Oleh karena itu
akhirnya ahli waris pengganti yang
belum mendapatkan haknya tadi
menyerahkan  perkara  tersebut
kepada Pengadilan Negeri untuk
diselesaikan melalui jalur hukum.

Apa yang telah dilakukan para
ahli waris pengganti yang belum
mendapat haknya telah sesuai dengan
prosedur penyelesaian sengketa yaitu
pertama meaui jalur non-litigas
terlebih  dahulu  yaitu  dengan
mengajak para ahli waris untuk
berbicara baik-baik atau secara
kekeluargaan namun karena tidak
ada itikad baik dari para ahli waris
yang menguasai harta warisan
tersebut maka kemudian dengan
terpaksa memakai jalur litigas
sebagai upaya terakhir ketika semua
jaan telah ditempuh namun gagal,
yaitu mengaj ukan gugatan
pembagian harta warisan, mengingat
pula bahwa jaur litigas sifatnya
merupakan sarana terakhir (ultimum
remidium).

Penggugat atau dalam hal ini ahli
waris yang belum mendapatkan
haknya menempuh jalur litigas
berdasarkan Hak Hereditas Petitio
yang diatur dalam Pasal 834 KUH
Perdata dengan harapan dapat
dikabulkan permohonannya dan hak
yang belum didapatkan selama ini
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bisa diperolehnya melalui pengajuan
gugatan tersebut. Namun tidak jarang
banyak pihak yang merasa kecewa
dengan putusan yang dijatuhkan
hakim karena dianggap tidak adil dan
tidak memberikan  perlindungan
hukum.Mengenai hal ini Gustav
Radbruch memberikan konsep 3
(tiga) nilai dasar hukum vyaitu
kepastian, keadilan dan kemanfaatan,
namun  ketika terjadi  bahwa
ketiganya saling bertumpang tindih
maka yang didahulukan adalah nilai
keadilan, tentunya yang dipandang
adil menurut hakim.Namun
kenyataannya di antara maelis
hakim sendiri terkadang tidak terjadi
suara yang bulat karena rasa keadilan
masing-masing orang  berbeda,
sehingga hakim diberi kesempatan
untuk mengajukan dissentingopinion.

Kasus dalam Putusan Pengadilan
Negeri Y ogyakarta Nomor
118/Pdt.G/2010/PN.YK  dinyatakan
tidak diterima karena dianggap
kurang pihak dalam mengaukan
gugatannya (plurium litis
consortium), sehingga hakim
menjatuhkan putusan bahwa gugatan
tidak diterima (niet ontvankelijk
verklaard/ NO). Sedangkan di sis
lain ada yurisprudenss mengenai
masalah waris yaitu Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesa No. 516.K/Sip/1973
tangga 25 November 1975 yang
menyatakan, “Pertimbangan bahwa
gugatan tidak dapat diterima karena
hanya seorang ahli waris yang
menggugat, tidak dapat dibenarkan
karena yurisprudenss Mahkamah
Agung, tidak diharuskan semua ahli
waris menggugat”.

Mengenai kekontrasan itu penulis
mencoba memperdalam apa yang
sebenarnya  dimaksud dengan

gugatan kurang pihak, yaitu melalui
wawancara yang dilakukan pada
narasumber. Pengertian dari kurang
pihak disini yaitu maksudnya adalah
tidak dimasukkannya semua ahli
waris sebagal pihak yang
bersengketa, memang tidak
semuanya harus dalam  pihak
penggugat, namun ketika terjadi
demikian maka pihak yang tidak ikut
menggugat harus dimasukkan ke
ddam pihak  turut  tergugat,
yangmana artinya pihak tersebut
tunduk pada is putusan yang
dijatuhkan oleh hakim.?

Dalam kasus ini ahli waris
pengganti yang tidak ikut menggugat
yaitu ada 1 (satu) orang Yyang
bernama Lukas Hartojo, sehingga
Lukas Hartojo seharusnya
dimasukkan dalam pihak berperkara
yaitu sebaga turut tergugat, supaya
gugatan tidak dinyatakan kurang
pihak oleh hakim yang memutus.
Oleh karena pemahaman tersebut
maka penulis berpendapat bahwa
putusan yang dijatuhkan hakim
Pengadilan Negeri Y ogyakarta dalam
kasus waris tersebut di atas sudah
tepat.

Bentuk perlindungan hukum bagi
pihak yang belum mendapatkan hak
warisnya adalah dengan mengajukan
gugatan ke pengadilan agar dibantu
dalam penyelesaiannya.Namun yang
menjadi pertanyaan adalah ketika
suatu gugatan dinyatakan tidak
diterima seperti dalam Putusan
Pengadilan  Negeri  Yogyakarta
Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK,
maka apakah dapat dikatakan bahwa

# Wawancara dengan Ali Nuryahya, Panitera
Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang,
tanggal 11 Februari 2019 di Pengadilan
Negeri Semarang.
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pihak tersebut
perlindungan hukum.

Berdasatkan hasil penelitian, suatu
pihak dikatakan mendapat
perlindungan hukum atau tidak
bukan dilihat dari apa putusannya,
artinya terlepas putusannya ditolak
atau diterima karena dengan adanya
kesempatan mengaukan gugatan
tersebut sudah dapat dikatakan
bahwa pihak yang bersangkutan
mendapatkan perlindungan hukum
sebagaimana mestinya.Selain  itu
bentuk perlindungan hukum lainnya
adalah mengajukan upaya hukum
banding hingga kasas bahkan
sampai peninjauan kembali ketika
belum puas dengan putusan yang
dijatuhkan, tetapi dengan catatan
pihak yang menguapayakan
mempunyai bukti baru yang kuat dan
meyakinkan. Selain itu jaminan atau
kepastian bahwa sesuatu akan
dieksekus sesuai dengan amar
putusan, itu juga merupakan bentuk
lain dari perlindungan hukum.

mendapatkan

B. Langkah yang Dapat Dilakukan
Ahli Waris Terkait Harta Warisan
yang Dikuasai Ahli WarisLain

Warisan atau lengkapnya harta
warisan atau disebut juga harta
peninggalan adalah semua harta dan
atau hak-hak dan kewajiban yang
beralih penguasaan atau
pemilikannya setelah pewaris wafat
kepada ahli waris.Subekti dalam
bukunya menyatakan bahwa
hanyalah hak-hak dan kewajiban-
kewgjiban yang dapat dinilai dengan
uang dapat diwariskan.

Belum adanya unifikas terkait
waris di Indonesia menyebabkan
sampai saat ini masih memakai tiga
sistem hukum kewarisan yang sudah

ada sgjak dahulu yaitu Hukum Waris
Adat, Hukum Waris Idam, dan
Hukum Waris Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang masing-masing
dari aturan tersebut  memiliki
perbedaan tersendiri dalam hal
pembagiannya.

Daam kasus Putusan Pengadilan
Negeri Y ogyakarta Nomor
118/Pdt.G/2010/PN.YK, para pihak
yaitu mulai dari pewaris, anak-
anaknya selaku ahli waris, hingga
cucu-cucunya selaku ahli  waris
pengganti merupakan warga
keturunan Timur Asing Tionghoa
sehingga mereka tunduk pada aturan
Hukum Waris Perdata yangmana
mengacu/ berpedoman pada KUH
Perdata. Oleh karena itu pelaksanaan
pembagian warisan dijalankan sesuai
dengan aturan yang tercantum dalam
Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata.

Para ahli waris dalam kasus
tersebut termasuk dalam golongan |
dan terjadi pergantian tempat
golongan 1 pula sehingga pembagian
hak bagiannya kepala demi kepala
adalah samaKasus dalam Putusan
Pengadilan  Negeri  Yogyakarta
Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK
menyebutkan bahwa objek sengketa
waris dalam kasus tersebut berupa
emas batangan sebanyak 60 kg
(enam puluh kilogram) serta hasil
penjudan sdlama 28 (dua puluh
delapan) tahun yang belum dibagikan
pada masing-masing ahli waris
melainkan masih dikuasai oleh ahli
waris lainnya.

Berdasarkan bagan di atas, dapat
dilihat bahwa ahli waris yang
mewaris langsung dari pewaris
berjumlah 9 (sembilan) orang namun
3 (tiga) orang telah meninggal
terlebih  dahulu sehingga yang
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menerima bagian waris 3 (tiga) orang
tersebut adalah anak dan isterinya
masing-masing (apabila memiliki
anak) yang disebut mewaris secara
tidak langsung, karena menggantikan
tempat orang tuanya. Mengingat
Pasal 830 KUH Perdata bahwa
pewarisan hanya berlangsung karena
kematian, oleh karena itu disini
pewarisan dapat terjadi karena
meninggalnya Kheng Jap Ging dan
Ong Djie Nio sebagai orang tua dari
kesembilan anak tersebut.
Kesembilan ahli waris dari
pewaris iadah Soemarsih, Veronica
Windarti, Aries Hartojo, Surya
Gesang, Victor Rudi, Puspowati
Hartojo, Chandrgjani Hartojo, Liza,
sera Suzy Indrati Hartojo. Soemarsih
telah meningga tanpa meninggalkan
suami ataupun anak. Aries Hartojo
telah meninggal pula meninggakan
isteri bernama Dewijanti dan 6
(enam) orang anak yang kemudian
menjadi ahli waris pengganti, yaitu

Bambang Handoko Hartojo,
Bambang Hindarto Hartojo,
Bambang  Hanugroho  Hartojo,

Antonius, Christing, dan Lukas
Hartojo. Kemudian Victor Rudi juga
telah meninggal dan meninggalkan
isteri bernama Emilia serta 2 (dua)
orang anak yaitu Maya dan Carla
yang kemudian menjadi ahli waris
pengganti.Kasus ini di dalamnya
terdapat peristiwa pergantian tempat
mewaris (plaatsvervuliing) dalam
garis lurus ke bawah sehingga bagian
waris ahli waris jatuh ke tangan ahli
waris pengganti dan kemudian dibagi
sesuai dengan jumlah ahli waris
pengganti tersebut.

Daam ha di atas berarti ahli
waris semuanya masuk ke dalam
golongan | sehingga pembagiannya
menurut aturan KUH Perdata adalah

sama rata. Berhubung terdapat 9
(sembilan) anak dari pewaris maka
masing-masing mendapat 1/9 dari
seluruh bagian waris yaitu di dalam
putusan disebutkan senilai Rp
32.000.000.000 (tiga puluh dua
miliar rupiah) yaitu masing-masing
sebesar Rp 3.555.555.555 (tiga
miliar l[ima ratus lima puluh limajuta
lima ratus lima puluh lima ribu lima
ratus lima puluh lima rupiah).

Aries Hartojo seharusnya
mendapatkan 1/9 bagian namun telah
meninggal terlebih  dahulu dan
meninggalkan isteri serta keenam
anaknya, namun dalam  ha
pergantian tempat, isteri tidak masuk
daam perhitungan sehingga 1/9
bagian tadi dibagi menjadi 6 bagian
sama besar sehingga isteri dan
keenam anaknya masing-masing
mendapatkan 1/54 bagian atau senilai
Rp 5925925925 (lima ratus
sembilan puluh dua juta lima ratus
sembilan puluh dua ribu lima ratus
sembilan puluh dua rupiah koma
lima).

Sedangkan Victor Rudi
seharusnya mendapatkan 1/9 bagian
namun telah meningga terlebih
dahulu dan meninggalkan isteri serta
kedua anaknya, namun dalam hal
pergantian tempat, isteri tidak masuk
daam perhitungan sehingga 1/9
bagian tadi dibagi menjadi 2 bagian
sama besar sehingga isteri dan kedua
anaknya masing-masing
mendapatkan 1/18 bagian atau senilai
Rp 17777777775 (satu milyar
tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta
tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu
tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah

komalima).
Kemudian  setelah  diketahui
bagian haknya masing-masing,

mengenai cara bagaimana pembagian
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harta waris tersebut tergantung pada
kesepakatan para pihak apakah ingin
langsung dibagi ataukah dijual
terlebih dahulu kemudian hasilnya
barulah dibagi, tidak ada ketentuan
tertulis yang mengatur hal ini, namun
jumlah bagian masing-masing ahli
waris dalam kasus ini berpedoman
pada KUH Perdata. Apabila pihak
yang menguasai harta warisan mau
membagi harta waris secara sukarela
maka pembagiannya  dilakukan
menurut kesepakatan, namun apabila
ahli waris yang menguasai tadi tetap
tidak mau melakukan pembagian
harta warisan maka Baa Harta
Peninggalan akan membantu untuk
mengeksekusi paksa harta warisan
tersebut untuk dibagikan kepada ahli
waris yang belum mendapatkan
haknya.

V. KESIMPULAN

Sebelum  menempuh  langkah
untuk menyelesaikan sengketa waris,
penting untuk terlebih  dahulu
menentukan Siapa-Siapa sga yang
mempunyai alas hak yang sah untuk
menuntut bagian atas harta warisan
supaya jangan sampa terjadi orang
yang sebenarnya tidak berhak namun
ikut menuntut bagian yang bukan
men;j adi haknya. Penyelesaian
sengketa waris pertama-tama harus
ditempuh melalui cara kekeluargaan
terlebih dahulu mengigat sifatnya
yang ultimum remidium, Kkarena
dipandang lebih memiliki akses ke
keadilan, namun apabila telah
diupayakan sedemikian rupa tetap
gagal maka ahli waris berhak yang
belum mendapat haknya dapat
meminta  bantuan pengadilan.
mengenai Siapa yang  berhak
dibuktikan dengan surat keterangan
waris yang dikeluarkan oleh notaris,

karena dalam hal ini para ahli waris
tunduk pada KUH Perdata. Sebelum
notaris mengeluarkan surat
keterangan waris tersebut, notaris
akan melakukan pengecekan ke
Direktorat Jenderal Administras
Hukum Umum, apakah semasa
hidupnya pewaris pernah
meninggalkan testamen atau tidak,
karena akan mempengaruhi jumlah
bagian waris masing-masing ahli
waris.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Y ogyakartaNomor
118/Pdt.G/2010/PN.YK, para pihak
yang bersengketa merupakan
keturunan Timur Asing Tionghoa
sehingga menganut aturan waris
yang ada di dadam KUH Perdata.
Pergantian tempat dalam merwaris
(plaatsvervulling) juga dapat terjadi
seperti dalam kasus ini, sehingga
bagian yang seharusnya diterima
oleh ahli waris yang mewaris
langsung akan beralih kepada ahli
waris yang menggantikannya (cucu
pewaris). Pergantian tempat
(plaatsvervulling) yang terjadi dalam
kasus putusan ini adalah pergantian
tempat dalam garis keturunan lurus
ke bawah sehingga pembagiannya
cukup mudah yaitu semua ahli waris
pengganti mendapat bagian hak yang
sama. Kemudian setelah diketahui
bagian haknya masing-masing,
mengenai cara bagaimana pembagian
harta waris tersebut tergantung pada
kesepakatan para pihak apakah ingin
langsung dibagi ataukah dijual
terlebih dahulu kemudian hasilinya
barulah dibagi, tidak ada ketentuan
tertulis yang mengatur hal ini, namun
jumlah bagian masing-masing ahli
waris dalam kasus ini berpedoman
pada KUH Perdata. Apabila pihak
yang menguasai harta warisan mau
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membagi harta waris secara sukarela
maka pembagiannya  dilakukan
menurut kesepakatan, namun apabila
ahli waris yang menguasai tadi tetap
tidak mau melakukan pembagian
harta warisan maka Bala Harta
Peninggalan akan membantu untuk
mngeksekusi paksa harta warisan
tersebut untuk dibagikan kepada ahli
waris yang belum mendapatkan
haknya.

Saran penulis mengenai
pembahasan permasalahan dalam
penulisan hukum ini antaralain:

1. Pihak pengadilan dan atau
para stakeholder harus memberikan
penjelasan yang rinci mengenai hal-
hal terkait pengguan gugatan agar
selanjutnya tidak ada lagi perkara
yang sia-sia karena berakhir dengan
gugatan  tidak  diterima (niet
ontvankelijk verklaard/ NO),
mengingat seringkali banyak pihak
yang menggukan gugatan ke
pengadilan  namun  sebenarnya
mereka adalah orang yang sama
sekali buta akan tata cara beracara
sehingga peran pengadilan untuk
mengedukasi itu sangatlah penting.

2.
turan yang mengatur mengenai
gugatan yang kurang pihak (plurium
litis consortium) sebaiknya lebih
diperjelas, apa yang sebnarnya
dimaksud dengan kurang pihak,
karena bisa terjadi perbedaan tafsir
antara pihak akademisi dengan pihak
praktiss yang tentunya lebih
mendalami implementasi aturan di
lapangan.
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